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I.



Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak ini adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan  jenis pajak kabupaten/ kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. PBB Perdesaan dan Perkotaan dewasa ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak  pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada kepala daerah. Tetapi, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan sebagai salah satu pajak daerah. Dengan pengalihan PBB-P2 ini merupakan suatu tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Contohnya di Malang, telah peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011.



II.



Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan



Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh  perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang di beri hak guna usaha  perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, Dalam pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak adalah: a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kompleks bangunan tersebut
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e. Tempat olahraga f. Galangan kapal, dermaga g. Taman mewah h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak i.



Menara Tetapi tidak semua bumi dan atau bangunan dikenakan pajak ini. Seperti dalam Perda



Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 berikut ini merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan: 



Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk  penyelenggaraan pemerintahaan







Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social. kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan







Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu







Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah  penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.



III.



Subjek dan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan



Subjek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti  pada pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, subjek dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama
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. IV.



Dasar Pengenaan, Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan



1) Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.



2) Tarif Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Jadi setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin  berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 0,3%. Untuk kota Malang contohnya, dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 telah dijelaskan pada pasal 7 bahwa, untuk NJOP sampai dengan satu milyar rupiah, ditetapkan sebesar 0,1%, sedangkan untuk NJOP diatas satu milyar rupiah ditetapkan sebesar 0,2% pertahunnya. Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan ramah lingkungan maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50% dari tariff PBB-P2 sehingga untuk NJOP sampai dengan satu milyar dikenakan tariff sebesar 0,05%, sedangkan untuk  NJOP diatas satu milyar rupiah dikenakan tariff sebesar 1%.



V.



Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan



Pajak yang terutang merupakan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Pada pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Karena tahun kalender selalu dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berjalan
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PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota yang meliputi letak objek pajak. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbesar atas bumi dan bangunan yang berlokasi dalam lingkup wilayah administrasinya.



VI.



Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



1. Cara Pemungutan Pajak Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan  pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, ant ara lain pencetakan formulir perpajakan,  pengiriman surat  –  surat   surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek  pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan  penghitungan besarnya pajakyang terutang, p engawasan penyetoran pajak, dan penagihan  pajak. 2. Penetapan Pajak Pada dasarnya sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah penetapan oleh kepala daerah (official assessment). Hal ini dapat dipahami karena tentunya akan sangat sulit apabila menerapkan sistem self assessment, dimana wajib pajak diminta untuk menghtung sendiri bearnya pajak terutang, mengingat tidak mudah untuk menetukan NJOP bumi dan bangunanyang menjadi dasar pengenaan  pajak. Penetapan pajak oleh kepala daerah diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah debagai sarana untuk menagih besarnya pajak terutang. Berdasarkan data objek dan subjek pajak yang terutang dalam SPOP yang disampaikan oleh subjek pajak, kepala daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib  pajak.
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a. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oelh kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau  b.  berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD ditetapkan oleh  bupati atau walikota. 3. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Bupati atau walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila PBB pedesaan dan perkotaan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang bayar pajak yang terutang. Dengan demikian, pajak terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga dua persen sebulan dan ditagih melalui STPD. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanngal diterbitkan. Bentuk, isi, tata cara  penerbitan dan penyampaian STPD ditetapkan oleh bupati/ walikota.



VII.



Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



A. Pembayaran Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan  jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak dimaksut harus dilunasi paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dilakukan ke kas daerah ,  bank, atau tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke
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Pembayaan pajak dilakukan daengan menggunakan Surat Setoran pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pwmbayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian,  pembayaran pajak akan mudah terpantau oelh petugas Dinas Pendapatan Daerah atau  petugas lain yang ditunjuk. Bentuk, isi, ukuran buu penerimaaan, dan tanda bukti  pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota. Dalam keadaan tertentu bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran PBB Perdesaan atau Perkotaan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas  persetujuan wajib paja. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus harus dilakukan secara teratur dan berturut  –   turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tartentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian  persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara
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teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak terutang. Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan apabila wajib  pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya p ajaknya sebagaimana mestinya. Apabila terhadap wajib pajak dilakukan penyitaan, dan pelelangan berang milik wajib pajak yang disita maka kepada pemerintah kabupaten/ kota diberi hak mendahulu untuk tagohan pajak atau  barang  –  barang  barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah apabila pada saat bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kesajiban  perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit. Selainitu dalam kondisi tertentu, bupati/walikota dapat melakukan penaghan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PBB Pedesaandan Perkotaan yang ditetapkan oelh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaaan dilakukan sesuai dengan pembahasan pada Bab 2 ketentuan umum pajak daerah.



VIII.



Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
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Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal SPPT atau SKPD. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membaar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib  pajak. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 12  bulan sejak tanggal surat keberatan tersebut diterima. Keputusan bupati/walikota atas keberatan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan tersebut telah lewat dan belum ada surat keputusan dari  bupati/walikota terkait, maka dapat disimpulkan bahwa keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan  pembayaran pajak (bila ada) akan dikembalikan kepada wajib pajak disertai dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24  bulan. Lain halnya jika keberatan yang diajukan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari  jumlah pajak berdasarkan berdasarka n keputusan keberatan k eberatan dikurangi dengan den gan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun jika wajib pajak tersebut mengajukan banding maka denda administratif berupa denda sebesar 50% tidak
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Putusan banding dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang. Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Namun  jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan



 b. Pemeriksaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Pelaksanaan pemeriksaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh petugas ang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang. Hal ini dilakukan dnegan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal  pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib  pajak yang diperiksa.



c. Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan Pemberian keringan/pengurangan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diberikan oleh bupati/walikota atas permohonan dari wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu. Pemberian pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
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 pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagaimana yang telah dibahas pada Bab 2 Ketentuan Umum Pajak Daerah. e. Insentif Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan Insentif diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten atau kota yang melaksanakan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan atas dasar telah mencapai sebuah pencapaian kinerja tertentu.



f.



Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan 



Kadaluwarsa Penagihan PBB Perdesaan Hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.







Penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan Penghapusan



piutang



pajak



dilakukan



oleh



bupati/walikota



berdasarkan



 permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh  bupati/walikota untuk menangani pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.



g. Kewajiban Pejabat, Ketentuan Pidana dan Penyidikan PBB Perdesaan dan Perkotaan o



Kewajiban Pejabat
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keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda  paling banyak ban yak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda  paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. o



Penyidikan Pidana Dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota yang diberi kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan  penyidikan tindak pidana di bidang PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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Contoh cara perhitungan PBB Perdesaan dan Pekotaan Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa : 



Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp 300.000/m2







Bangunan seluas 400 m2 dengan harga jual Rp 350.000/m2







Taman seluas 200 m2 dengan harga jual Rp 50.000/m2







Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000/m2



Cara perhitungan : a. NJOP a. NJOP bumi



240.000.000



 b. NJOP  b. NJOP bangunan -



Rumah dan garasi (400 x 350.000)



140.000.000



-



Taman (200 x 50.000)



10.000.000



-



Pagar (120 x 1,5 x 175.000)



31.500.000
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Contoh Kasus : Mall Green Tebet yang terletak di Jl MT Haryono, Tebet, Jaksel disegel petugas Pajak. Mal itu belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 4 tahun. Menurut Kepala Unit Pelayanan Pajak daerah Tebet Imron Cholid, Mal Tebet Green yang dikelola PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera telah menunggak PBB pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2014. Mal Tebet Green memakai lahan milik Kostrad seluas 7.475 meter. Solusi : 1. Penerbitan surat teguran kepada pihak PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera atas keterlambatannya dalam pembayaran PBB. 2. Jika setelah penerbitan surat teguran belum ada indikasi WP berniat membayar pajak terutangnya, maka langkah selanjutnya adalah menerbitkan surat paksa. 3. Setelah penerbitan surat paksa namun belum juga dibayar maka akan dilakukan
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